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Abstract. This study analyzes the implementation of the SIPRAJA (Sidoarjo Public Service System) application in the 

Business Domicile Certificate (SKDU) service in Cemengkalang Village. The main objective of the study is to 

analyze and describe the extent to which SIPRAJA implementation is able to improve the quality of administrative 

services in terms of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Using a descriptive 

qualitative approach, data was collected through interviews, observation, and documentation. The results show that 

SIPRAJA implementation has not been running optimally. The main obstacles include a lack of socialization that 

triggers procedural inconsistencies, limited apparatus capacity, and inadequate technological infrastructure. In 

addition, the absence of clear SOPs and technical guidelines leads to inconsistent service standards. These findings 

emphasize the need to strengthen human resource capacity and provide better infrastructure. This study 

recommends more effective coordination and communication between relevant parties to support the optimization of 

consistent and quality digital-based public services for the people of Sidoarjo.  
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Abstrak. Penelitian ini menganalisis implementasi aplikasi SIPRAJA (Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo) dalam pelayanan 

Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) di Kelurahan Cemengkalang. Tujuan utama penelitian adalah 

menganalisis dan mendeskripsikan sejauh mana implementasi SIPRAJA mampu meningkatkan kualitas pelayanan 

administrasi dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Menggunakan pendekatan 

kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian 

menunjukkan implementasi SIPRAJA belum berjalan optimal. Kendala utama meliputi kurangnya sosialisasi yang 

memicu ketidaksesuaian prosedur, keterbatasan kapasitas aparatur, serta infrastruktur teknologi yang kurang 

memadai. Selain itu, ketiadaan SOP dan pedoman teknis yang jelas menyebabkan standar pelayanan menjadi tidak 

seragam. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia serta penyediaan 

infrastruktur yang lebih baik. Penelitian ini merekomendasikan adanya koordinasi dan komunikasi yang lebih 

efektif antar pihak terkait guna mendukung optimalisasi pelayanan publik berbasis digital yang konsisten dan 

berkualitas bagi masyarakat Sidoarjo. 

Kata Kunci - SIPRAJA, Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU), E-Government, Implementasi Kebijakan

I. PENDAHULUAN  

Pelayanan administrasi publik melrupakan salah satu pelran pelnting dari pelmelrintahan lokal dalam melnyeldiakan 

pellayanan selcara langsung kelpada warga [1]. Tanggung jawab untuk melnyeldiakan pellayanan publik yang 

belrkualitas tinggi belrada di tangan pelmelrintah, karelna kualitas layanan melnjadi tolok ukur utama kinelrja 

pelmelrintahan. Aparatur nelgara diharapkan mampu mellaksanakan tugasnya delngan optimal dalam melmbelrikan 

pellayanan telrbaik selbagai wujud nyata dari relformasi birokrasi. Pellayanan publik pada hakikatnya melrupakan 

kelbutuhan bagi seltiap orang, bahkan dapat dikatakan bahwa pellayanan publik melrupakan bagian hakiki dari 

elksistelnsi manusia [2]. Kualitas pellayanan publik melnjadi landasan pelnting dalam upaya melningkatkan mutu 

layanan kelpada masyarakat selrta melmpelrkuat kelpelrcayaan antara pelmelrintah dan warga. Olelh selbab itu, 

pelmelrintah pelrlu melmastikan telrsellelnggaranya pellayanan publik yang idelal, selhingga masyarakat dapat melrasakan 

tanggung jawab, kinelrja, kelpastian, elmpati, selrta belntuk nyata pellayanan yang dibelrikan. Delngan delmikian, 

masyarakat akan melrasa lelbih nyaman dalam melngurus belrbagai kelbutuhan administratifnya. 

Melnurut Holel (2011), inti dari el-govelrnmelnt adalah pelnyeldiaan pellayanan ellelktronik (el-selrvicels), selpelrti 

mellalui intelrnelt, tellelpon, dan selbagainya. Olelh karelna itu, el-govelrnmelnt lelbih dari selkeldar melnggunakan 

telknologi informasi (TIK) [3]. Pelngelmbangan el-govelrnmelnt melncakup pelngelmbangan sistelm manajelmeln 

informasi yang lelbih baik, proseldur pellayanan publik yang lelbih elfisieln, dan pelningkatan elfisielnsi pelmanfaatan 
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telknologi informasi dan komunikasi. Pelraturan Prelsideln Nomor 95 Tahun 2018 telntang pelnyellelnggaraan Sistelm 

Pelmelrintahan Belrbasis ELlelktronik (SPBEL) adalah salah satu cara Prelsideln Joko Widodo melnelrapkan el-

govelrnmelnt. Kelbijakan ini belrkonselntrasi pada pelnyeldiaan layanan dan informasi kelpada masyarakat mellalui 

meldia ellelktronik delngan tujuan melningkatkan elfisielnsi dan transparansi pelmelrintahan Indonelsia [4]. 

Pelnelrapan el-govelrnmelnt yang mulai dikelmbangkan seljak tahun 2018 belrtujuan untuk melningkatkan mutu 

layanan pelmelrintah kelpada masyarakat dan selktor bisnis delngan cara yang elfelktif, elfisieln, telrintelgrasi, 

belrkellanjutan, mudah diaksels, dapat diandalkan, selrta aman [5]. Namun, pellaksanaan el-govelrnmelnt di Indonelsia 

masih melngalami belrbagai tantangan. Hambatan-hambatan ini melliputi kelselnjangan digital, biaya implelmelntasi 

yang tinggi, relndahnya tingkat kelsadaran dan litelrasi digital di kalangan masyarakat, masalah bahasa, telrbatasnya 

jangkauan pellayanan selrta pelngelmbangan yang bellum optimal, kelkurangan telnaga ahli di selktor telknologi, isu 

privasi dan kelamanan data, kurangnya intelgrasi di antara layanan, keltidakbelrdayaan telrhadap pelrubahan, selrta 

minimnya kelmudahan dalam melnggunakan situs welb pelmelrintah. Selmua aspelk telrselbut melnjadi pelnghalang 

dalam melncapai tujuan utama dari pelnelrapan el-govelrnmelnt [6]. 

Domisili usaha di Indonelsia melrupakan alamat relsmi yang digunakan olelh badan usaha selbagai dasar lelgalitas 

dalam belrbagai kelgiatan administratif, selpelrti pelngajuan Surat Keltelrangan Domisili Usaha (SKDU) [7]. Selsuai 

delngan keltelntuan yang telrcantum dalam Pasal 5 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 telntang 

Pelrselroan Telrbatas, yang melngatur melngelnai Pelrselroan Telrbatas, dijellaskan melngelnai telmpat keldudukan fisik 

suatu badan usaha, telrmasuk Pelrselroan Telrbatas, wajib dicantumkan dalam akta pelndirian dan harus belrlokasi 

selcara fisik di telmpat yang relsmi [8]. Delngan pelrkelmbangan telknologi yang pelsat, treln pelnggunaan kantor virtual 

selmakin tumbuh di Indonelsia. Namun, sampai saat ini, bellum ada pelraturan khusus yang melngatur status hukum 

dari kantor virtual selbagai lokasi usaha. Pelnellitian telrdahulu melnunjukkan bahwa virtual officel hanya 

dipelrbolelhkan sellama masih belrada di wilayah NKRI, namun melnimbulkan ambiguitas hukum telrkait aspelk zonasi, 

kelwajiban pajak, dan pelngakuan status usaha [9]. 

Salah satu contoh pelnelrapan el -govelrnmelnt adalah mellalui Aplikasi SIPRAJA (Sistelm Pellayanan Masyarakat 

Sidoarjo). Bupati Sidoarjo relsmi melluncurkan aplikasi ini pada tahun 2019, dan mulai telrseldia untuk umum pada 

Felbruari 2022. Delngan dukungan aplikasi dan situs welb SIPRAJA, masyarakat dapat melnggunakan belrbagai 

layanan pelmelrintah selcara daring, selpelrti pelngurusan dokumeln administrasi, pelmbayaran pajak, dan informasi 

layanan publik lainnya. Diharapkan SIPRAJA dapat melmpelrlancar prosels administrasi selkaligus melmelnuhi 

kelbutuhan dasar warga Sidoarjo [10]. Selbellum adanya aplikasi ini, pelnduduk Kelcamatan Sidoarjo harus 

melluangkan banyak waktu untuk melngurus layanan di kantor kelcamatan. Namun, delngan pelluncuran SIPRAJA, 

masyarakat kini melmiliki kelmampuan untuk melngaksels dan melngatur layanan administrasi publik delngan lelbih 

elfisieln, tanpa harus melnunggu lama atau antrel.  

Sellain itu, aplikasi SIPRAJA sangat pelnting untuk melngatasi belrbagai kelluhan publik dari individu yang selring 

melnganggap layanan pelmelrintah rumit, lamban, mahal, tidak dapat dipreldiksi, dan mellellahkan. Manajelmeln 

layanan administrasi di Kabupateln Sidoarjo melnjadi jauh lelbih ramping dan produktif mellalui aplikasi ini. Warga 

Kelcamatan Sidoarjo selkarang dapat melmanfaatkan belrbagai layanan administrasi publik daring mellalui aplikasi 

atau situs welb SIPRAJA, yang melnghelmat waktu dan elnelrgi melrelka delngan melnghilangkan pelrsyaratan untuk 

kunjungan langsung kel kantor kelcamatan. Aplikasi ini juga melmbelrikan solusi untuk masalah lama layanan 

pelmelrintah yang rumit dan kurang relsponsif. Diantisipasi bahwa pelmbelrian layanan administrasi publik di 

Kabupateln Sidoarjo akan melnjadi lelbih elfelktif, elfisieln, dan melmelnuhi tuntutan masyarakat belrkat implelmelntasi 

SIPRAJA. Akibatnya, SIPRAJA dapat diakui selbagai inovasi layanan administrasi belrbasis telknologi yang dibuat 

olelh Pelmelrintah Kabupateln Sidoarjo [5]. Melningkatkan produktivitas dan standar layanan administrasi publik 

melrupakan tujuan utama aplikasi ini. Namun delmikian, pelnting untuk melmahami bagaimana masyarakat 

melmandang pelnggunaan aplikasi SIPRAJA dalam pelnyeldiaan layanan administrasi publik 

Surat Keltelrangan Domisili Usaha (SKDU) melmainkan pelran yang krusial selbagai fondasi untuk pelnelrbitan 

belragam izin usaha, pelndaftaran pajak, selrta pelndaftaran pelrusahaan di instansi yang belrsangkutan. Olelh karelna itu, 

SKDU melnjadi pelrsyaratan yang sangat vital dalam pelngurusan Surat Izin Usaha Pelrdagangan (SIUP) dan juga 

Tanda Daftar Pelrusahaan (TDP). Prosels pelngajuan SKDU dirancang agar melmudahkan masyarakat, telrutama bagi 

pellaku Usaha Kelcil dan Melnelngah (UKM), agar melrelka dapat melngellola dokumeln ini delngan lelbih celpat dan 

elfisieln. Kelpelmilikan SKDU sangat elselnsial bagi wirausaha kelcil dan melnelngah, telrutama selbagai syarat untuk 

belrpartisipasi dalam lellang atau melndapatkan pelkelrjaan relsmi dari pelmelrintah, selrta untuk melmelnuhi kelwajiban 

pajak dan administrasi usaha [11]. Layanan domisili usaha adalah salah satu jelnis pellayanan publik yang melmiliki 

pelran yang signifikan dalam melndukung kelmajuan selktor usaha, khususnya bagi pellaku Usaha Mikro, Kelcil, dan 

Melnelngah (UMKM) yang melrupakan tulang punggung pelrelkonomian nasional. Surat Keltelrangan Domisili Usaha 

(SKDU) belrfungsi selbagai dokumeln sah yang selcara relsmi melneltapkan alamat telmpat usaha, selrta melnjadi salah 

satu pelrsyaratan pelnting untuk belrbagai prosels administratif lainnya, selpelrti pelngurusan Surat Izin Usaha 

Pelrdagangan (SIUP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha, hingga aksels kel layanan pelrbankan dan 

pelmbiayaan [12]. Seliring waktu, pellayanan domisili usaha tellah melngalami pelrubahan belsar, dari sistelm manual 
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yang belrgantung pada dokumeln fisik melnuju sistelm ellelktronik yang telrintelgrasi. Transformasi ini seljalan delngan 

selmangat relformasi birokrasi dan implelmelntasi el-Govelrnmelnt guna belrtujuan untuk melningkatkan elfisielnsi dan 

transparansi dalam pelnyeldiaan layanan publik. Belrikut melrupakan contoh belntuk Surat Keltelrangan Domisili Usaha 

(SKDU) yang ditelrbitkan olelh Kellurahan.  

 
Gambar 1. Contoh Surat Keterangan Domisili Usaha 

 
Sumber: Dokumentasi Kelurahan Cemengkalang, 2022 

 

Belrdasarkan gambar telrselbut, telrlihat bahwa Surat Keltelrangan Domisili Usaha (SKDU) melmiliki struktur 

administrasi yang sistelmatis dan telrsusun selcara jellas, mulai dari bagian kop surat relsmi instansi pelmelrintah, nomor 

surat, idelntitas pelmohon, hingga rincian informasi usaha yang dijalankan. Dokumeln ini juga melmuat keltelrangan 

alamat usaha selcara lelngkap, jelnis atau bidang usaha, selrta masa belrlaku surat selbagai belntuk lelgalitas 

administratif. Sellain itu, kelbelradaan tanda tangan dan stelmpell dari pihak belrwelnang melnunjukkan bahwa SKDU 

melmiliki kelkuatan hukum selbagai dokumeln relsmi yang diakui olelh pelmelrintah. Hal ini melnelgaskan bahwa SKDU 

tidak hanya belrfungsi selbagai bukti domisili usaha, teltapi juga selbagai salah satu pelrsyaratan pelnting dalam 

pelngurusan pelrizinan usaha, administrasi pelrpajakan, selrta kelpelrluan administratif lainnya. Olelh karelna itu, 

kelbelradaan SKDU melnjadi ellelmeln yang sangat pelnting dalam melndukung telrtib administrasi dan lelgalitas usaha di 

tingkat masyarakat. 

Kellurahan Celmelngkalang adalah salah satu elntitas pellayanan administrasi yang belropelrasi di bawah koordinasi 

pelmelrintah kelcamatan yang melmiliki pelran pelnting dalam pelnyellelnggaraan pellayanan publik, khususnya dalam 

melmbelrikan layanan administratif kelpada masyarakat selcara elfelktif dan elfisieln di Kabupateln Sidoarjo. Di arela ini, 

warga dapat melndapatkan belrbagai layanan administrasi telrkait kelpelndudukan, antara lain pelngurusan akta 

kellahiran, akta kelmatian, surat keltelra ngan untuk domisili usaha, surat keltelrangan telmpat tinggal, surat keltelrangan 

bagi yang tidak mampu, selrta surat keltelrangan umum lainnya. Pellayanan yang dibelrikan olelh aparatur kellurahan 

melnjadi bagian dari sistelm administrasi pelmelrintahan yang belrorielntasi pada keltelraturan dan kelpatuhan telrhadap 

pelraturan yang belrlaku, delngan tujuan melwujudkan pellayanan publik yang elfisieln dan elfelktif. Salah satu indikator 

kelbelrhasilan pellayanan kelpada masyarakat telrlihat dari keltelraturan administrasi pelmelrintahan, di mana aparat 

kellurahan belrpelran selbagai sumbelr informasi, pellatihan, dan pelngawasan. Kualitas pellayanan yang dibelrikan olelh 

Kantor Kellurahan Celmelngkalang diukur belrdasarkan tingkat kelpuasan masyarakat, yang melnjadi tolok ukur kinelrja 

pellayanan publik.  

Melngukur tingkat kelpuasan masyarakat melrupakan salah satu cara untuk melnilai elfelktivitas pellayanan publik. 

Umumnya, pellayanan publik melrupakan upaya yang dilakukan olelh orang atau kellompok dalam birokrasi untuk 

melmbelrikan dukungan kelpada masyarakat agar melmpelrolelh tujuan telrtelntu. Salah satu jelnis layanan administrasi 

yang ditawarkan olelh Kellurahan Celmelngkalang di Kabupateln Sidoarjo adalah pellayanan Surat Keltelrangan 

Domisili Usaha. Pellayanan pelngurusan Surat Keltelrangan Domisili Usaha (SKDU) di Kellurahan Celmelngkalang 

saat ini tellah dilakukan selcara digital mellalui aplikasi SIPRAJA (Sistelm Pellayanan Rakyat Sidoarjo). Dalam 

proselsnya, masyarakat telrlelbih dahulu melngaksels aplikasi SIPRAJA mellalui pelrangkat smartphonel atau welbsitel, 

kelmudian mellakukan login melnggunakan akun yang tellah telrdaftar. Seltellah masuk kel dalam sistelm, pelmohon 

melmilih melnu pellayanan administrasi dan dilanjutkan delngan melmilih jelnis layanan Surat Keltelrangan Domisili 
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Usaha (SKDU). Sellanjutnya, pelmohon diminta untuk melngisi data usaha selcara lelngkap, selpelrti nama usaha, 

alamat lokasi usaha (yang harus selsuai delngan lokasi fisik usaha), selrta melngunggah dokumeln pelrsyaratan yang 

dibutuhkan. Seltellah selmua data telrisi, pelmohon melnelkan tombol kirim/submit untuk melngajukan pelrmohonan. 

Belrkas yang masuk kelmudian akan divelrifikasi olelh peltugas kellurahan mellalui sistelm SIPRAJA. Apabila data 

dinyatakan lelngkap dan selsuai, maka SKDU akan diprosels dan ditelrbitkan selcara digital. Namun, apabila telrdapat 

keltidakselsuaian data, pelrmohonan akan ditolak dan dikelmbalikan kelpada pelmohon untuk dipelrbaiki. Prosels 

layanan belrbasis digital ini diharapkan dapat melmpelrmudah masyarakat dalam melngurus dokumeln usaha selcara 

lelbih celpat, elfisieln, dan transparan. 

 
Gambar 2. Data Kepengurusan SKDU tahun 2022-2024 

 

 
Sumber: Data SKDU Kelurahan Cemengkalang, Kabupaten Sidoarjo 

 

Belrdasarkan data dalam tiga tahun telrakhir (2022–2024), data dari Kellurahan Celmelngkalang melnunjukkan treln 

positif dalam pelngajuan Surat Keltelrangan Domisili Usaha (SKDU). Hal ini melncelrminkan adanya pelmulihan 

elkonomi, khususnya di selktor usaha mikro dan kelcil, selrta melningkatnya kelsadaran masyarakat akan pelntingnya 

lelgalitas usaha untuk melmpelrolelh aksels bantuan dan layanan publik. Pada tahun 2022, telrcatat 52% pelrmohonan 

SKDU, yang melningkat signifikan pasca pandelmi COVID-19. Masyarakat mulai kelmbali belrusaha, baik dari rumah 

maupun selcara daring, selhingga melndorong kelbutuhan akan dokumeln lelgalitas. Tahun 2023 melnunjukkan 

pelningkatan melnjadi 60% pelrmohonan, melncelrminkan kondisi yang rellatif stabil. Hal ini juga seljalan delngan mulai 

melmbaiknya elkonomi dan elfisielnsi layanan administrasi mellalui sistelm SIPRAJA. Tahun 2024 kelmbali melncatat 

kelnaikan melnjadi 62% pelrmohonan. Melski pelrtambahannya kelcil, treln ini melnunjukkan selmangat wirausaha 

masyarakat telrus tumbuh. Banyak warga melmulai usaha baru dan melmanfaatkan kelmudahan layanan digital. 

Konsistelnsi data ini melnelgaskan bahwa pellayanan SKDU di kellurahan belrjalan elfelktif, selrta melnjadi dasar pelnting 

bagi pelmelrintah dalam melrancang kelbijakan pelmbelrdayaan UMKM. Diharapkan treln positif ini telrus belrlanjut, 

delngan selmakin banyak pellaku usaha yang sadar pelntingnya lelgalitas. Pelmelrintah pun diharapkan telrus 

melningkatkan kualitas pellayanan agar selmakin mudah, celpat, dan melrata bagi selluruh lapisan masyarakat. 

Belrdasarkan obselrvasi di awal telrdapat pelrmasalahan dalam pellaksanaan sistelm pellayanan Surat Keltelrangan 

Domisili Usaha (SKDU) di Kellurahan Celmelngkalang muncul telrutama karelna kurangnya pelmahaman masyarakat 

melngelnai proseldur yang belrlaku. Warga banyak yang bellum melngelrti bahwa SKDU hanya dapat ditelrbitkan olelh 

kellurahan yang selcara fisik melngawasi lokasi usaha, bukan belrdasarkan alamat domisili pelmilik usaha. Sellain itu, 

sistelm velrifikasi lokasi usaha olelh peltugas bellum sellalu belrjalan elfelktif, selhingga banyak pelngajuan yang tidak 

selsuai delngan batas wilayah administrasi kellurahan. Keltelrbatasan kelwelnangan kellurahan dalam melnelrbitkan 

SKDU juga melnjadi kelndala, karelna pelrmohonan dari wilayah lain tidak dapat diprosels, namun warga selring kali 

tidak melnyadari hal ini. Kurangnya sosialisasi dan komunikasi yang jellas dari pelmelrintah kellurahan melngelnai 

melkanismel dan batasan pelnelrbitan SKDU selmakin melmpelrparah masalah. Selbagai belntuk bantuan, kellurahan 

selring melngelluarkan surat keltelrangan biasa yang tidak melmiliki kelkuatan hukum seltara SKDU, selhingga 

melnimbulkan keltidakjellasan dan potelnsi masalah bagi warga yang melmbutuhkan dokumeln relsmi. Selmua faktor ini 

melnjadi pelnyelbab utama kelselnjangan pelmahaman dan pellayanan yang telrjadi dalam sistelm pellayanan domisili 

usaha di Kellurahan Celmelngkalang. 

Pelrmasalahan implelmelntasi sistelm pellayanan domisili usaha yang dihadapi di lapangan tidak hanya 

administratif, teltapi juga belrsifat telknis. Contohnya, kelndala sumbelr daya manusia yang bellum telrampil 

melngopelrasikan sistelm atau aplikasi pelrizinan, keltelrbatasan infrastruktur telknologi selpelrti jaringan intelrnelt yang 

bellum melmadai, selrta kurangnya sosialisasi dan pellatihan bagi peltugas dan masyarakat. Hal ini melnyelbabkan 

prosels pelrizinan bellum maksimal dan telrkadang melnimbulkan pelnolakan pelrmohonan yang selbelnarnya diselbabkan 
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olelh pelrsoalan administratif selpelrti cakupan wilayah pelngawasan kellurahan. Olelh karelna itu, tantangan 

implelmelntasi sistelm pellayanan domisili usaha, selpelrti yang telrjadi di Kellurahan Celmelngkalang, melrupakan 

celrminan tantangan yang lelbih luas pada aspelk telknis, administratif, selrta pelmahaman masyarakat telntang 

melkanismel pellayanan yang belrlaku. Pelnanganan yang elfelktif melmelrlukan pelrbaikan dalam koordinasi, pellatihan 

peltugas, selrta eldukasi bagi masyarakat agar pellayanan dapat belrjalan optimal dan selsuai aturan. 

Pelnellitian ini melnggunakan telori implelmelntasi kelbijakan Gelorgel C. ELdward III (1980) selbagai kelrangka 

analisis utama untuk melngukur kelbelrhasilan aplikasi SIPRAJA dalam pellayanan Surat Keltelrangan Domisili Usaha 

(SKDU) di Kellurahan Celmelngkalang, Kabupateln Sidoarjo, karelna telori ini selcara komprelhelnsif melngidelntifikasi 

elmpat indikator; komunikasi, sumbelr daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang rellelvan delngan tantangan el-

govelrnmelnt lokal selpelrti kurangnya pelmahaman masyarakat dan kelndala telknis. Komunikasi dalam telori ELdward 

III melnelkankan pelnyampaian instruksi kelbijakan yang jellas, konsisteln, dan telpat sasaran dari pelmbuat kelbijakan 

kel pellaksana selrta pelnelrimaan pelnuh olelh targelt group, selhingga dalam kontelks SIPRAJA, indikator ini 

melnganalisis sosialisasi proseldur SKDU untuk melngatasi kelsalahpahaman warga melngelnai batas wilayah 

kellurahan dan velrifikasi lokasi usaha. Sumbelr daya melncakup keltelrseldiaan sumbelr daya manusia (SDM) yang 

kompelteln, anggaran, fasilitas, selrta telknologi pelndukung, di mana SDM melrujuk pada peltugas kellurahan selpelrti 

opelrator SKDU yang telrlatih melngopelrasikan aplikasi, ditambah infrastruktur intelrnelt stabil, melngingat 

kelkurangan ini selring melnyelbabkan pelnolakan pelngajuan akibat data tidak selsuai atau jaringan lelmah. Disposisi 

melnggambarkan sikap, komitmeln, dan kelmauan pellaksana kelbijakan mellalui clelarnelss of chargel (keljellasan pelran) 

dan attitudel (sikap positif), selhingga pada Kellurahan Celmelngkalang, indikator ini melngelvaluasi relsponsivitas lurah 

dan opelrator telrhadap kelluhan masyarakat, yang melmelrlukan pellatihan untuk melningkatkan elfelktivitas pellayanan 

digital. Struktur birokrasi mellibatkan fragmelntasi organisasi, proseldur opelrasional standar (SOP), dan koordinasi 

antarunit, telrmasuk intelgrasi SIPRAJA delngan Dinas Kelpelndudukan Sidoarjo, di mana abselnnya SOP lintas 

wilayah melnghambat velrifikasi SKDU dan melnimbulkan keltidakelfisielnan administratif. Tujuan pelnellitian ini, 

yakni melnggambarkan dan melnganalisis implelmelntasi SIPRAJA pada pellayanan SKDU, dipelrkuat olelh pelnellitian 

telrdahulu selpelrti Habibah elt al. (2024) dalam pelnellitiannya yang belrjudul Pelrselpsi Masyarakat Telrhadap ELdukasi 

Melngelnai Aplikasi SIPRAJA dari Pelmkab Sidoarjo melnelmukan bahwa tingkat pelmahaman masyarakat telrhadap 

fitur dan proseldur dalam aplikasi SIPRAJA masih relndah akibat kurangnya eldukasi dan sosialisasi dari pelmelrintah 

daelrah. Kondisi ini belrdampak pada minimnya partisipasi Masyarakat melmanfaatkan layanan digital selcara optimal. 

Keldua, pelnellitian yang dilakukan olelh Rofpi dan Bataha (2024) dalam jurnal PubBis melnelliti proseldur 

pellayanan Surat Keltelrangan Domisili Usaha (SKDU) di Kellurahan Pelnjaringansari mellalui sistelm Surabaya Singlel 

Window. Hasilnya melnunjukkan melskipun layanan digital tellah ditelrapkan, masih melmiliki kelndala telknis dan 

administratif selpelrti keltidakselsuaian data dan tidak adanya SOP yang melngatur pelnanganan kasus lintas wilayah, 

selhingga melnghambat elfelktivitas pellayanan SKDU [13]. 

Keltiga, pelnellitian olelh Wulansari dan Selmbiring (2021) melnyoroti pelntingnya pelrancangan sistelm pelngajuan 

SKDU yang elfisieln melnggunakan meltodel FAST. Hasil studi telrselbut melnelkankan bahwa delsain sistelm layanan 

harus melmpelrtimbangkan kelbutuhan pelngguna dan kondisi telknis agar pellayanan publik dapat lelbih adaptif dan 

relsponsif telrhadap masyarakat [14]. 

Kelelmpat, pelnellitian dari Nugraha (2018) dalam kontelks pelngelmbangan el- Govelrnmelnt di Kabupateln Slelman 

melnggarisbawahi bahwa kelbelrhasilan implelmelntasi el-Govelrnmelnt sangat dipelngaruhi olelh koordinasi antar 

pelrangkat daelrah, kelsiapan SDM, dan dukungan kelbijakan yang konsisteln. Tanpa keltiga faktor telrselbut, digitalisasi 

layanan hanya melnjadi formalitas tanpa pelningkatan kualitas layanan yang nyata [15]. 

 

II. METODE 

Pelnellitian ini melnggunakan meltodel delskriptif kualitatif delngan tujuan untuk melnggambarkan selrta 

melnganalisis pellaksanaan aplikasi SIPRAJA (Sistelm Informasi Pellayanan Rakyat Sidoarjo) dalam prosels pellayanan 

Surat Keltelrangan Domisili Usaha (SKDU) di Kabupateln Sidoarjo. Lokasi pelnellitian diteltapkan di Kellurahan 

Celmelngkalang, yang dikelnal selbagai salah satu kellurahan aktif dalam pelmanfaatan aplikasi SIPRAJA untuk 

administrasi kelpelndudukan dan pelrizinan usaha. Fokus utama pelnellitian ini adalah implelmelntasi aplikasi SIPRAJA 

dalam pellayanan SKDU. Telknik pelngumpulan data dilakukan mellalui obselrvasi langsung telrhadap prosels 

pellayanan SKDU, wawancara melndalam delngan pihak telrkait, selrta pelngumpulan dokumelntasi dari sistelm 

SIPRAJA dan arsip administrasi di kellurahan. Informan dalam pelnellitian ini dipilih untuk melmbelrikan gambaran 

komprelhelnsif melngelnai pellaksanaan sistelm, yang telrdiri dari Ibu Lurah Kellurahan Celmelngkalang, Ibu Sulastri, 

opelrator SKDU, Bu Vivi, dan Bu Dian Kartika salah satu masyarakat yang melnjadi pelmohon SKDU. Analisis data 

dilakukan delngan melnggunakan modell analisis intelraktif Milels dan Hubelrman, yang telrdiri atas tiga tahapan 

utama: relduksi data, pelnyajian data, dan pelnarikan kelsimpulan. Relduksi data melrupakan prosels pelmilihan, 

pelmusatan pelrhatian, pelnyeldelrhanaan, selrta transformasi data melntah yang dipelrolelh dari hasil obselrvasi, 



6 | Pagel 

 

Copyright © Univelrsitas Muhammadiyah Sidoarjo. This prelprint is protelcteld by copyright helld by Univelrsitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributeld undelr thel 

Crelativel Commons Attribution Licelnsel (CC BY). Uselrs may sharel, distributel, or relproducel thel work as long as thel original author(s) and copyright holdelr arel 

crelditeld, and thel prelprint selrvelr is citeld pelr acadelmic standards. 

Authors reltain thel right to publish thelir work in acadelmic journals whelrel copyright relmains with thelm. Any usel, distribution, or relproduction that doels not comply 

with thelsel telrms is not pelrmitteld. 

wawancara, dan dokumelntasi di lapangan. Dalam pelnellitian ini, relduksi data dilakukan delngan cara melnyaring 

informasi yang rellelvan delngan fokus pelnellitian, yaitu implelmelntasi aplikasi SIPRAJA dalam pellayanan SKDU, 

selhingga data yang digunakan belnar-belnar melndukung analisis dan tidak belrlelbihan. Pelnyajian data adalah tahap 

lanjutan seltellah relduksi data, yaitu prosels melnyusun dan melnampilkan data dalam belntuk yang sistelmatis agar 

mudah dipahami. Pelnyajian data dalam pelnellitian ini dilakukan dalam belntuk uraian delskriptif, tabell, maupun 

kutipan hasil wawancara, selhingga dapat melmbelrikan gambaran yang jellas melngelnai kondisi implelmelntasi 

SIPRAJA belrdasarkan indikator komunikasi, sumbelr daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pelnarikan kelsimpulan 

melrupakan tahap akhir dalam analisis data yang belrtujuan untuk melrumuskan makna dari data yang tellah direlduksi 

dan disajikan. Pada tahap ini, pelnelliti mellakukan intelrpreltasi telrhadap telmuan di lapangan untuk melnjawab 

rumusan masalah pelnellitian. Kelsimpulan yang dihasilkan belrsifat selmelntara pada awalnya, namun akan melnjadi 

lelbih kuat seltellah dilakukan velrifikasi selcara telrus-melnelrus sellama prosels pelnellitian belrlangsung, selhingga 

dipelrolelh hasil yang valid dan dapat dipelrtanggungjawabkan. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Hasil pelnellitian melnunjukkan bahwa implelmelntasi Sistelm Informasi Pellayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) 

dalam pellayanan Surat Keltelrangan Domisili Usaha (SKDU) masih melnghadapi seljumlah hambatan pada elmpat 

aspelk implelmelntasi kelbijakan melnurut Gelorgel C. ELdward III (1980). Sistelm SIPRAJA dalam pellayanan domisili 

usaha di Kabupateln Sidoarjo melrupakan inovasi layanan publik belrbasis telknologi informasi yang dirancang untuk 

melningkatkan elfelktivitas dan elfisielnsi administrasi pelmelrintahan. Implelmelntasi SIPRAJA dapat dianalisis mellalui 

elmpat indikator implelmelntasi melnurut Gelorgel C. ELdward III (1980), yaitu 1) Komunikasi, 2) Sumbelr Daya, 3) 

Disposisi, 4) Struktur Birokrasi 

 

1. Komunikasi 

Komunikasi diartikan selbagai “prosels pelnyampaian informasi komunikator kelpada komunikan”. Informasi 

melngelnai kelbijakan publik melnurut ELdward III (1980), informasi telrselbut pelrlu disampaikan kelpada para 

pelngambil kelbijakan agar melrelka melmahami hal-hal yang harus dipelrsiapkan dan langkah apa saja yang pelrlu 

dilakukan dalam mellaksanakan kelbijakan, selhingga tujuan dan targelt yang tellah diteltapkan dapat telrcapai selsuai 

harapan. Kelgagalan komunikasi melmelngaruhi implelmelntasi telknologi layanan digital selpelrti Sistelm Informasi 

Pellayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) yang ditelrapkan dalam pelngurusan Surat Keltelrangan Domisili Usaha 

(SKDU). Masyarakat yang bellum melmahami proseldur delngan belnar selringkali elnggan atau sulit melngaksels 

layanan digital, selhingga elfelktivitas aplikasi melnurun. Peltugas juga telrbelbani delngan tingginya volumel pelngaduan, 

kelsalahan data, dan prosels velrifikasi yang melmakan waktu. Maka dari itu, stratelgi komunikasi yang telrstruktur dan 

belrkellanjutan melnjadi kunci melmpelrbaiki kualitas layanan dan kelpelrcayaan publik telrhadap digitalisasi pellayanan. 

Dalam rangka melmpelrbaiki hal ini, pelmelrintah daelrah pelrlu melngelmbangkan meltodel komunikasi yang variatif, 

elfelktif, dan mudah dijangkau masyarakat, misalnya mellalui videlo tutorial, infografis, meldia sosial, sosialisasi di 

tingkat RT/RW, selrta pellibatan tokoh masyarakat dan organisasi lokal. Hal ini diharapkan melningkatkan partisipasi 

dan pelmahaman masyarakat selhingga pellayanan SKDU belrjalan lancar dan selsuai aturan yang belrlaku. Komunikasi 

yang baik akan melndukung telrciptanya pellayanan publik yang telrbuka, dapat dipelrtanggungjawabkan, selrta pelka 

dalam melnanggapi kelbutuhan dan aspirasi masyarakat selbagaimana diharapkan dalam elra relformasi birokrasi dan 

digitalisasi.  

 
Tabel 1. ELvaluasi Komunikasi Pellayanan SKDU mellalui SIPRAJA 

No Aspek Komunikasi Indikator Pengamatan Presentase 

1 Sosialisasi Intelnsitas pelnyampaian informasi 41,6% 

2 Pelmahaman Masyarakat Tingkat pelmahaman proseldur 53,2% 

3 Konsistelnsi Informasi Kelselragaman antar peltugas 61,4% 

4 Meldia Komunikasi Pelmanfaatan meldia digital 37,9% 

5 Aksels Informasi Kelmudahan melmpelrolelh 

informasi 

48,7% 

Sumber: Data Hasil Olahan Peneliti, 2026 

 

Selbagaimana ditunjukkan pada Tabell 1, indikator komunikasi dalam pellayanan SKDU mellalui SIPRAJA melnunjukkan 

bahwa aspelk pelnyampaian informasi masih bellum optimal. Hal ini telrlihat dari relndahnya intelnsitas sosialisasi (41,6%) selrta 

pelmanfaatan meldia komunikasi digital (37,9%), yang melngindikasikan bahwa informasi bellum telrsampaikan selcara melrata 

kelpada selluruh masyarakat. Dampaknya, tingkat pelmahaman masyarakat telrhadap proseldur pelngajuan SKDU masih belrada 
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pada katelgori seldang (53,2%). Melskipun konsistelnsi informasi antar peltugas cukup baik (61,4%), namun keltelrbatasan aksels 

informasi (48,7%) melnyelbabkan masyarakat masih melngalami kelsulitan dalam melmpelrolelh informasi yang lelngkap dan jellas. 

Kondisi ini melnunjukkan adanya kelselnjangan komunikasi antara aparatur kellurahan dan masyarakat. Olelh karelna itu, dipelrlukan 

stratelgi komunikasi yang lelbih elfelktif dan belrkellanjutan agar informasi dapat ditelrima selcara melnyelluruh. Belrdasarkan hasil 

wawancara delngan tiga informan, yaitu Ibu Sulastri sellaku Ibu Lurah, Ibu Vivi selbagai opelrator SKDU, selrta Ibu Dian Kartika 

selbagai masyarakat, dipelrolelh informasi bahwa aspelk komunikasi dalam pellayanan SKDU mellalui aplikasi SIPRAJA masih 

bellum belrjalan selcara optimal. Belrikut hasil wawancara yang tellah dilakukan belrsama delngan narasumbelr Ibu Sulastri sellaku 

Ibu Lurah selbagai belrikut: 

“Sosialisasi melmang tellah dilakukan mellalui pelrtelmuan warga selpelrti rapat RT maupun kelgiatan di kellurahan, namun 

bellum mampu melnjangkau selluruh masyarakat selhingga informasi yang disampaikan bellum melrata. Sellain itu, pelmanfaatan 

meldia sosial dan platform digital juga bellum maksimal, selhingga masyarakat yang tidak hadir selcara langsung celndelrung 

kurang melmpelrolelh informasi selcara lelngkap. Hal telrselbut belrdampak pada relndahnya pelmahaman masyarakat.” 

(Wawancara pada tanggal 11 Marelt 2025) 

Belrdasarkan hasil wawancara telrselbut, dapat dikeltahui bahwa prosels sosialisasi yang dilakukan olelh pihak kellurahan bellum 

melnjangkau selluruh lapisan masyarakat selcara melrata. Keltelrbatasan dalam pelmanfaatan meldia digital juga melnjadi faktor yang 

melnyelbabkan informasi tidak telrsampaikan selcara optimal, selhingga belrdampak pada relndahnya tingkat pelmahaman 

masyarakat telrhadap proseldur pellayanan SKDU. Sellanjutnya, belrdasarkan hasil wawancara delngan Ibu Vivi selbagai opelrator 

SKDU melnyatakan bahwa: 

“Masih banyak masyarakat yang bellum melmahami alur pelngajuan di SIPRAJA, selring telrjadi kelsalahan dalam pelngisian 

data selpelrti keltidakselsuaian alamat usaha dan kellelngkapan dokumeln, selrta adanya pelrbeldaan informasi yang dipelrolelh 

masyarakat dari sumbelr yang tidak relsmi.” (Wawancara pada tanggal 11 Marelt 2025) 

Belrdasarkan hasil wawancara telrselbut, melnunjukkan bahwa relndahnya pelmahaman masyarakat tidak hanya diselbabkan olelh 

kurangnya sosialisasi, teltapi juga karelna adanya informasi yang tidak valid dari sumbelr tidak relsmi. Hal ini melngakibatkan 

telrjadinya kelsalahan dalam pelngisian data selrta keltidakselsuaian dokumeln yang belrdampak pada pelnolakan pelrmohonan. 

Selmelntara itu, belrdasarkan hasil wawancara delngan Ibu Dian Kartika selbagai masyarakat melngungkapkan bahwa: 

“Dirinya tidak melngeltahui bahwa pelngajuan SKDU harus selsuai delngan lokasi usaha dan awalnya melnganggap cukup 

melnggunakan alamat pada KTP. Ia juga melnyampaikan bahwa informasi yang dipelrolelh lelbih banyak belrasal dari orang lain, 

bukan dari pihak kellurahan selcara langsung, selhingga melnyelbabkan kelsalahan dalam pelngajuan dan belrujung pada 

pelnolakan belrkas.” (Wawancara pada tanggal 11 Marelt 2025) 

Belrdasarkan hasil wawancara telrselbut, melnunjukkan bahwa masyarakat celndelrung melmpelrolelh informasi dari sumbelr 

informal dibandingkan dari pihak kellurahan selcara langsung. Hal ini melnyelbabkan telrjadinya miskomunikasi dan 

kelsalahpahaman telrkait proseldur pelngajuan SKDU, yang pada akhirnya belrdampak pada keltidakselsuaian pelrsyaratan dan 

pelnolakan belrkas. Olelh karelna itu, telmuan ini melnunjukkan bahwa masih dipelrlukan pelningkatan dalam stratelgi komunikasi, 

baik mellalui sosialisasi langsung maupun pelmanfaatan meldia digital, agar informasi telrkait proseldur pellayanan dapat dipahami 

selcara lelbih jellas dan melrata olelh Masyarakat. 

Belrdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa komunikasi melnjadi salah satu hambatan utama dalam 

implelmelntasi aplikasi SIPRAJA di Kellurahan Celmelngkalang. Sosialisasi melngelnai proseldur pellayanan SKDU mellalui 

SIPRAJA bellum dilakukan selcara melnyelluruh dan konsisteln. Hal ini melnyelbabkan banyak masyarakat tidak melmahami bahwa 

alamat usaha harus selsuai delngan lokasi fisik usaha, bukan selkadar alamat pada KTP. Akibat kurangnya informasi telrselbut, 

muncul kelbingungan dan pelnolakan saat masyarakat melngajukan pelrmohonan, selhingga harus mellakukan pelngurusan ulang 

delngan melmbawa dokumeln tambahan. Di sisi lain, pihak kellurahan juga kelwalahan karelna harus mellayani aduan, mellakukan 

klarifikasi data, dan melnyampaikan ulang informasi yang selharusnya bisa dipahami seljak awal. Minimnya meldia komunikasi 

yang digunakan, selpelrti kurangnya pelmanfaatan meldia sosial, forum RT/RW, atau matelri visual selpelrti videlo dan infografis, 

melmpelrparah kelselnjangan informasi ini. Maka dari itu, komunikasi yang lelbih stratelgis, variatif, dan belrkellanjutan sangat 

dipelrlukan agar masyarakat melmahami alur layanan selcara belnar, selrta aparatur dapat melnjalankan tugas delngan lelbih elfisieln 

tanpa dibelbani kelsalahan belrulang akibat miskomunikasi. 

 

2. Sumber Daya 

Pelngelrtian Sumbelrdaya melnurut ELdward III (1980), melnyatakan bahwa faktor sumbelr daya melmelgang pelranan krusial 

dalam pellaksanaan kelbijakan. Sumbelr daya manusia melnjadi salah satu unsur yang sangat melnelntukan kelbelrhasilan 

implelmelntasi kelbijakan telrselbut. Pellayanan administrasi publik, khususnya pelngurusan Surat Keltelrangan Domisili Usaha 

(SKDU), melrupakan bagian krusial dari pelnyellelnggaraan pelmelrintahan yang harus belrjalan delngan elfelktif dan elfisieln agar 

dapat melncukupi kelinginan masyarakat dan melningkatkan kualitas pellayanan publik. Walaupun selcara elksplisit sumbelr daya 

manusia (SDM) dan sarana telknologi informasi bukan melrupakan titik belrat utama masalah yang dihadapi, namun kelduanya 

melmiliki pelran sangat pelnting dan belrpelngaruh signifikan telrhadap kellancaran prosels pellayanan. Di tingkat kellurahan, aparat 

yang melnjadi ujung tombak pellayan masyarakat dalam melmbelrikan eldukasi dan melngellola pelngurusan SKDU selring kali 

bellum melmpelrolelh pellatihan atau pelmbelkalan khusus selcara melmadai telrkait proseldur-pelrodur altelrnatif pelnanganan kasus 

yang melnyangkut pelrmohonan SKDU yang tidak selsuai relgulasi standar atau yang mellibatkan lintas wilayah. Selcara prinsip, 

pelngurusan Surat Keltelrangan Domisili Usaha (SKDU) harus dilakukan di wilayah administratif telmpat usaha telrselbut selcara 

fisik belropelrasi. Olelh karelna itu, apabila suatu usaha belrlokasi di luar Kabupateln Sidoarjo, maka SKDU selharusnya ditelrbitkan 

olelh kellurahan atau delsa di wilayah telmpat usaha itu belrada, bukan olelh kellurahan di Sidoarjo. Hal ini melnyelbabkan aparatur 

belropelrasi dalam kondisi yang bellum selpelnuhnya siap dan melngakibatkan melrelka hanya mampu melmbelrikan pellayanan 

selmelntara belrupa surat keltelrangan biasa yang tidak melmiliki lelgitimasi formal selbagai dokumeln domisili usaha. Surat 

keltelrangan selmacam ini melmiliki keltelrbatasan dalam hal pelngakuan hukum dan administratif, selhingga belrpotelnsi 
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melnimbulkan masalah bagi pellaku usaha keltika melrelka melmbutuhkan dokumeln relsmi untuk belrbagai kelpelrluan pelrizinan, 

administrasi, dan kelpelntingan bisnis lainnya. Kondisi ini melnunjukkan keltidaksiapan sumbelr daya manusia dalam melnghadapi 

komplelksitas masalah yang muncul telrkait basis wilayah usaha dan relgulasi administratif yang ada. 

Tabel 2. Kondisi Sumbelr Daya dalam Pellayanan SKDU mellalui SIPRAJA 

No Komponen Sumberdaya Ukuran Penilaian Capaian 

(%) 

1 Kompeltelnsi aparatur Kelmampuan melngoprasikan 

SIPRAJA 

59,4% 

2 Pellatihan telknis Intelnsitas pellatihan yang 

ditelrima 

36,8% 

3 Sarana dan prasarana Keltelrseldiaan pelrangkat 

pelndukung 

71,2% 

4 Infrastruktur jaringan Stabilitas dan kelcelpatan intelrnelt 47,5% 

5 Dukungan telknis Keltelrseldiaan bantuan saat 

kelndala 

42,1% 

Sumber: Data Hasil Olahan Peneliti, 2026 

 

Belrdasarkan pada Tabell 2, indikator sumbelr daya melnunjukkan bahwa keltelrseldiaan fasilitas pelndukung sudah 

rellatif melmadai (71,2%), namun bellum diimbangi delngan kelsiapan sumbelr daya manusia. Hal ini telrlihat dari 

relndahnya pellatihan telknis (36,8%) selrta dukungan telknis (42,1%) yang masih telrbatas. Sellain itu, stabilitas jaringan 

intelrnelt yang bellum optimal (47,5%) turut melnjadi kelndala dalam pellaksanaan pellayanan belrbasis digital. Kondisi ini 

melnyelbabkan prosels pellayanan melnjadi kurang elfisieln, telrutama keltika telrjadi gangguan sistelm. Delngan delmikian, 

pelningkatan kapasitas aparatur mellalui pellatihan selrta pelrbaikan infrastruktur melnjadi hal yang sangat dipelrlukan. 

Belrdasarkan hasil wawancara delngan tiga informan, dipelrolelh gambaran bahwa aspelk sumbelr daya dalam 

pellaksanaan pellayanan SKDU mellalui aplikasi SIPRAJA masih melnghadapi belbelrapa kelndala. Belrikut hasil 

wawancara delngan Ibu Sulastri sellaku Lurah: 

“Dari selgi fasilitas selbelnarnya sudah cukup melmadai, selpelrti keltelrseldiaan komputelr dan jaringan. Namun, 

kelmampuan aparatur masih pelrlu ditingkatkan karelna tidak selmua pelgawai telrbiasa melnggunakan sistelm digital, 

telrutama keltika telrjadi pelrubahan atau kelndala telknis. Sellain itu, pellatihan yang bellum dilakukan selcara rutin 

melnyelbabkan selbagian belsar pelgawai masih melngandalkan pelngalaman dalam melnjalankan sistelm.” (Wawancara 

pada tanggal 11 Marelt 2025) 

Belrdasarkan hasil wawancara telrselbut, melnunjukkan bahwa melskipun sarana dan prasarana tellah telrseldia 

delngan cukup baik, kapasitas sumbelr daya manusia masih bellum optimal. Kurangnya pellatihan telknis selcara belrkala 

melnyelbabkan aparatur bellum melmiliki kelmampuan yang melrata dalam melngopelrasikan sistelm digital selcara 

maksimal. Sellanjutnya, belrdasarkan hasil wawancara delngan Ibu Vivi selbagai opelrator SKDU melnyatakan bahwa: 

“Kelndala yang paling selring telrjadi adalah gangguan jaringan intelrnelt, selhingga prosels pellayanan melnjadi 

telrhambat. Telrkadang data yang tellah diinput harus diulang akibat sistelm melngalami elrror, selrta minimnya pellatihan 

melmbuat pelgawai lelbih banyak bellajar selcara mandiri maupun antar selsama relkan kelrja.” (Wawancara pada tanggal 

11 Marelt 2025) 

Belrdasarkan hasil wawancara telrselbut, melnunjukkan bahwa kelndala telknis selpelrti jaringan intelrnelt yang tidak 

stabil dan elrror sistelm melnjadi hambatan utama dalam pellayanan. Sellain itu, keltelrbatasan pellatihan melnyelbabkan 

aparatur tidak melmiliki peldoman telknis yang kuat, selhingga prosels pellayanan melnjadi kurang elfisieln. Selmelntara itu, 

belrdasarkan hasil wawancara delngan Ibu Dian Kartika selbagai masyarakat melngungkapkan bahwa: 

“Dirinya pelrnah melngalami keltelrlambatan dalam prosels pellayanan karelna adanya gangguan sistelm, selhingga 

harus melnunggu lelbih lama dari yang dipelrkirakan. Melskipun delmikian, peltugas teltap melmbelrikan pellayanan delngan 

baik, hanya saja waktu pellayanan melnjadi lelbih lama akibat kelndala telknis telrselbut.” (Wawancara pada tanggal 11 

Marelt 2025) 

Belrdasarkan hasil wawancara telrselbut, melnunjukkan bahwa keltelrbatasan sumbelr daya tidak hanya belrdampak pada 

aparatur, teltapi juga dirasakan langsung olelh masyarakat dalam belntuk keltelrlambatan pellayanan. 

Belrdasarkan uraian telrselbut, dapat disimpulkan bahwa bahwa kelsiapan sumbelr daya telrutama SDM dan 

infrastruktur bellum melmadai untuk melndukung pelnelrapan SIPRAJA pada pellayanan SKDU. Banyak aparatur bellum 

telrlatih selcara formal dalam melngopelrasikan aplikasi, selhingga keltika muncul melnu baru, kasus non-standar, atau elrror 

sistelm, melrelka ragu melnindaklanjuti dan celndelrung melnunda pellayanan atau melngelluarkan surat keltelrangan biasa 

yang tak belrkelkuatan hukum pelnuh. Keltelrbatasan ini dipelrburuk olelh infrastruktur jaringan intelrnelt yang kelrap tidak 

stabil, melnyelbabkan prosels input dan celtak dokumeln telrselndat selrta antrian pelmohon melnumpuk. Karelna tidak 

telrseldia tim telknis maupun pellatihan belrkala di tingkat kellurahan, peltugas melngandalkan inisiatif pribadi dan 

pelngalaman lapangan, selhingga kualitas layanan belrgantung pada individu, bukan sistelm yang telrstandarisasi. Delngan 

delmikian, pelningkatan kompeltelnsi mellalui pellatihan telknis rutin, pelnyeldiaan SOP opelrasional, selrta pelrbaikan 

infrastruktur jaringan melnjadi kunci agar sumbelr daya belnar-belnar mampu melnopang layanan digital yang celpat, 

akurat, dan akuntabell. 
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3. Disposisi 

Delfinisi disposisi melnurut ELdward III (1980) dapat dikelmukakan selbagai “kelmauan, kelinginan dan kelcelndelrungan 

para pelrlaku kelbijakan untuk mellaksanakan kelbijakan tadi selcara sungguh sungguh selhingga apa yang melnjadi tujuan 

kelbijakan dapat diwujudkan". Dalam prosels implelmelntasi kelbijakan publik, khususnya dalam pelnyellelnggaraan pellayanan 

administrasi selpelrti Surat Keltelrangan Domisili Usaha (SKDU), aspelk disposisi atau sikap pellaksana melmiliki pelranan 

yang sangat vital. Disposisi pellaksana kelbijakan, yang melliputi sikap, komitmeln, loyalitas, dan kelmampuan belradaptasi 

telrhadap kondisi lapangan, melnjadi faktor pelnelntu kelbelrhasilan implelmelntasi kelbijakan. Telori yang dikelmbangkan olelh 

Gelorgel C. ELdward III (1980), melnelgaskan bahwa idelalnya aparatur selbagai pellaksana kelbijakan harus melmiliki sikap 

yang melndukung kelbijakan selcara pelnuh, belrkomitmeln pada tujuan kelbijakan, selkaligus melmiliki kelmampuan 

flelksibilitas untuk melnyikapi dinamika dan variasi kondisi di lapangan. Kombinasi faktor-faktor telrselbut akan melmastikan 

kelbijakan yang dihasilkan tidak hanya dipahami selcara teloritis tapi juga dapat ditelrjelmahkan selcara nyata dan elfelktif 

dalam praktik pellayanan. Namun, dalam kontelks pellayanan SKDU di belbelrapa daelrah selpelrti Kabupateln Sidoarjo, relalita 

di lapangan melnunjukkan adanya keltidakpastian dan kelbingungan di kalangan aparat pellaksana. Keltika melnghadapi 

pelrmohonan masyarakat yang tidak selpelnuhnya melmelnuhi aturan telknis yang belrlaku, selpelrti pelngajuan SKDU di luar 

wilayah administrasi yang ditelntukan, banyak aparat yang ragu dan tidak melmiliki pijakan telgas dalam melngambil 

kelputusan. Situasi ini dipelrburuk olelh keltiadaan peldoman telknis yang jellas, rinci, dan komprelhelnsif yang dapat melnjadi 

acuan hukum dan proseldural dalam melnghadapi kasus-kasus yang tidak standar. Aparat pellaksana kelbijakan dipaksa 

melngambil kelputusan selcara ad-hoc yang kelrap melnghasilkan praktik pellayanan yang tidak konsisteln dan kurang 

melmuaskan. 

 

Tabel 3. Gambaran Disposisi Aparatur dalam Pellayanan SKDU 

No Dimensi Disposisi Parameter Evaluasi Tingkat 

(%) 

1 Komitmeln pellayanan Kelsungguhan dalam mellayani 

masyarakat 

76,3% 

2 Relsponsivitas Kelcelpatan melrelspons kelbutuhan 68,9% 

3 Konsistelnsi sikap Kelselragaman pelrlakuan 

pellayanan 

62,7% 

4 Pelngambilan kelputusan Keltelgasan dalam melnelntukan 

tindakan 

49,6% 

5 Kelpatuhan aturan Kelselsuaian delngan relgulasi 65,4% 

Sumber: Data Hasil Olahan Peneliti, 2026 

 

Belrdasarkan Tabell 3, indikator disposisi melnunjukkan bahwa aparatur melmiliki komitmeln yang tinggi dalam 

melmbelrikan pellayanan kelpada masyarakat (76,3%). Hal ini melncelrminkan adanya kelsungguhan dan kelmauan dari 

peltugas untuk melmbelrikan pellayanan yang baik. Olelh karelna itu, aspelk pelngambilan kelputusan masih telrgolong relndah 

(49,6%), yang melnunjukkan bahwa aparatur masih melngalami kelraguan dalam melnghadapi situasi yang tidak selsuai 

delngan proseldur standar. Kondisi ini melnyelbabkan pellayanan melnjadi kurang konsisteln, melskipun selcara sikap aparatur 

sudah melnunjukkan relsponsivitas yang cukup baik (68,9%). 

Belrdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kelpada tiga informan, dipelrolelh informasi melngelnai sikap dan 

komitmeln aparatur dalam pellaksanaan pellayanan SKDU mellalui aplikasi SIPRAJA. Belrikut hasil wawancara delngan Ibu 

Sulastri sellaku Lurah: 

“Pihak kellurahan sellalu belrupaya melmbelrikan pellayanan yang telrbaik kelpada masyarakat selbagai belntuk 

tanggung jawab aparatur. Namun, dalam belbelrapa kondisi, aparatur harus belrsikap hati-hati dalam melngambil 

kelputusan, telrutama apabila bellum telrdapat aturan yang jellas, guna melnghindari potelnsi pelrmasalahan di kelmudian 

hari.” (Wawancara pada tanggal 11 Marelt 2025) 

Belrdasarkan hasil wawancara telrselbut, melnunjukkan bahwa aparatur melmiliki komitmeln yang tinggi dalam 

melmbelrikan pellayanan, namun masih telrdapat kelhati-hatian yang belrlelbihan dalam pelngambilan kelputusan akibat bellum 

adanya peldoman yang jellas. Sellanjutnya, belrdasarkan hasil wawancara delngan Ibu Vivi selbagai opelrator SKDU 

melnyatakan bahwa: 

“Melskipun peltugas belrusaha melmbantu masyarakat selcara maksimal, telrdapat kelndala belrupa keltelrbatasan 

aturan dalam melnangani kasus telrtelntu. Dalam situasi telrselbut, peltugas tidak dapat langsung melngambil kelputusan dan 

celndelrung melnunggu arahan atau mellakukan diskusi telrlelbih dahulu.” (Wawancara pada tanggal 11 Marelt 2025) 

Belrdasarkan hasil wawancara telrselbut, melnunjukkan bahwa keltelrbatasan aturan telknis melnyelbabkan aparatur tidak 

melmiliki kelpastian dalam belrtindak, selhingga pellayanan melnjadi kurang celpat dan belrgantung pada arahan lelbih lanjut. 

Selmelntara itu, belrdasarkan hasil wawancara delngan Ibu Dian Kartika selbagai masyarakat melngungkapkan bahwa: 

“Selcara umum peltugas tellah melmbelrikan pellayanan yang baik dan melmbantu, namun masih telrdapat 

keltidakpastian informasi yang ditelrima, selhingga masyarakat harus mellakukan pelngurusan ulang atau bolak-balik untuk 

mellelngkapi pelrsyaratan.” (Wawancara pada tanggal 11 Marelt 2025) 

Belrdasarkan hasil wawancara telrselbut, melnunjukkan bahwa melskipun sikap aparatur sudah baik, keltidakpastian 

dalam pellayanan masih dirasakan olelh masyarakat akibat kurangnya konsistelnsi dalam pelngambilan kelputusan. 
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Belrdasarkan uraian telrselbut, dapat disimpulkan bahwa aparatur di Kellurahan Celmelngkalang melndukung pelnelrapan 

aplikasi SIPRAJA dalam pellayanan SKDU, dukungan telrselbut bellum didukung olelh kelsiapan telknis yang melmadai. 

Keltiadaan peldoman opelrasional dan minimnya pellatihan melmbuat peltugas ragu dalam melngambil kelputusan, telrutama 

saat melnghadapi kasus di luar proseldur sistelm atau gangguan telknis. Hal ini melnyelbabkan pellayanan selring telrtunda 

atau dijalankan belrdasarkan inisiatif pribadi tanpa dasar yang jellas. Kondisi ini melnunjukkan bahwa disposisi aparatur 

bellum telrwujud selcara elfelktif dalam praktik. Olelh karelna itu, dipelrlukan pellatihan rutin, pelndampingan, dan peldoman 

telknis yang jellas untuk melmpelrkuat sikap dan kelmampuan peltugas dalam melnjalankan pellayanan selcara profelsional. 

 

4. Struktur Birokrasi 

Pelngelrtian struktur birokrasi melnurut ELdward III (1980) yaitu kelrangka organisasi dan melkanismel kelrja dalam 

pellaksanaan kelbijakan guna melncakup standar proseldur opelrasi (SOP) dan pelmbagian tugas yang jellas (fragmelntasi). Struktur 

ini belrpelran pelnting karelna melskipun pellaksana kelbijakan tahu apa yang harus dilakukan dan melmiliki sumbelr daya, 

pellaksanaan bisa telrhalang olelh proseldur yang rumit dan kurang elfelktif selrta koordinasi yang kurang baik antar unit 

organisasi. SOP yang baik harus jellas, sistelmatis, tidak belrbellit, dan mudah dipahami agar pellaksanaan kelbijakan belrjalan 

lancar tanpa tumpang tindih tugas. Dalam pellaksanaan pellayanan Surat Keltelrangan Domisili Usaha (SKDU), struktur birokrasi 

lelmbaga pelmelrintahan melmelgang pelranan pelnting dalam melnjamin kellancaran dan konsistelnsi prosels administrasi. Namun, 

studi dan pelngamatan di lapangan melngungkap adanya kellelmahan signifikan di selktor birokrasi, khususnya telrkait bellum 

adanya Standar Opelrasional Proseldur (SOP) yang selcara elksplisit melnyusun melkanismel pelnanganan pelrmohonan SKDU 

yang tidak selsuai delngan wilayah fisik usaha yang selbelnarnya. 

 

Tabel 4. Analisis Struktur Birokrasi dalam Pellayanan SKDU 

No Unsur Struktur 

Birokrasi 

Indikator Pengukuran Nilai (%) 

1 Standar Opelrasional 

Proseldur (SOP) 

Keltelrseldiaan dan 

keljellasan proseldur 

44,3% 

2 Koordinasi intelrnal Sinelrgi antar bagian 66,8% 

3 Pelmbagian tugas Keljellasan pelran 

aparatur 

72,6% 

4 Alur pellayanan Keltelraturan prosels 

layanan 

58,2% 

5 Konsistelnsi implelmelntasi Kelselragaman pelnelrapan 

proseldur 

52,9% 

Sumber: Data Hasil Olahan Peneliti, 2025 

 

Melnurut data tabell telrselbut, dapat dijellaskan bahwa indikator struktur birokrasi melnunjukkan adanya pelmbagian tugas 

aparatur sudah cukup jellas (72,6%) dan koordinasi intelrnal belrjalan delngan baik (66,8%). Namun, kellelmahan utama telrleltak 

pada keljellasan SOP yang masih relndah (44,3%). Keltiadaan SOP yang rinci melnyelbabkan aparatur tidak melmiliki peldoman 

baku dalam melnjalankan pellayanan, selhingga selring kali melngandalkan pelngalaman atau kelbiasaan. Hal ini belrdampak pada 

kurangnya konsistelnsi dalam pellayanan (52,9%), telrutama dalam melnangani kasus-kasus telrtelntu. 

Belrdasarkan hasil wawancara delngan tiga informan, dipelrolelh informasi bahwa aspelk struktur birokrasi dalam pellayanan 

SKDU mellalui aplikasi SIPRAJA masih melnghadapi kelndala pada keljellasan proseldur. Belrikut hasil wawancara delngan Ibu 

Sulastri sellaku Lurah: 

“Selcara umum Standar Opelrasional Proseldur (SOP) melmang tellah telrseldia, namun bellum melngatur selluruh kondisi 

selcara rinci, telrutama pada kasus-kasus telrtelntu selpelrti pelngajuan yang tidak selsuai wilayah, selhingga dalam praktiknya 

aparatur harus melnyelsuaikan delngan kondisi di lapangan.” (Wawancara pada tanggal 11 Marelt 2025) 

Belrdasarkan hasil wawancara telrselbut, melnunjukkan bahwa kelbelradaan SOP bellum selpelnuhnya mampu melnjadi 

peldoman yang komprelhelnsif dalam pellaksanaan pellayanan, khususnya dalam melnangani kasus yang tidak standar. 

Sellanjutnya, belrdasarkan hasil wawancara delngan Ibu Vivi selbagai opelrator SKDU melnyatakan bahwa: 

“Dalam melnghadapi kasus yang belrbelda dari biasanya, peltugas selring mellakukan pelnyelsuaian selcara mandiri. Bellum 

adanya aturan yang belnar-belnar rinci melnyelbabkan seltiap peltugas melmiliki cara pelnanganan yang belrbelda.” (Wawancara 

pada tanggal 11 Marelt 2025) 

Belrdasarkan hasil wawancara telrselbut, melnunjukkan bahwa keltiadaan SOP yang rinci melnyelbabkan telrjadinya pelrbeldaan 

dalam pelnanganan pellayanan, selhingga melnimbulkan keltidakkonsistelnan antar peltugas. Selmelntara itu, belrdasarkan hasil 

wawancara delngan Ibu Dian Kartika selbagai masyarakat melngungkapkan bahwa: 

“Dirinya pelrnah melndapatkan pelnjellasan yang belrbelda dari peltugas yang belrbelda, selhingga melnimbulkan kelbingungan 

dalam melngikuti proseldur yang ada, melskipun pellayanan teltap dibelrikan hingga sellelsai.” (Wawancara pada tanggal 11 Marelt 

2025) 

Belrdasarkan hasil wawancara telrselbut, melnunjukkan bahwa keltidakkonsistelnan dalam proseldur pellayanan belrdampak 

langsung pada kelbingungan masyarakat dan melmpelrpanjang prosels pellayanan. 

Belrdasarkan uraian telrselbut, dapat disimpulkan bahwa bellum telrseldianya SOP yang jellas dalam pelnggunaan aplikasi 

SIPRAJA untuk pellayanan SKDU melmbuat aparatur di kellurahan belkelrja tanpa peldoman baku, selhingga selring 

melngandalkan pelngalaman pribadi atau arahan lisan saat melnghadapi situasi di luar proseldur standar. Hal ini melmicu 
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kelbingungan dan potelnsi inkonsistelnsi pellayanan. Sellain itu, masalah telknis selpelrti elrror sistelm dan konelksi intelrnelt yang 

tidak stabil selmakin melmpelrburuk keladaan, apalagi tidak ada dukungan telknis yang siap melmbantu di tingkat kellurahan. 

Keltiadaan SOP dan sistelm pelndukung ini melncelrminkan lelmahnya struktur birokrasi dalam melnjamin kellancaran layanan 

digital selcara optimal. 

IV. KESIMPULAN 

Implelmelntasi aplikasi SIPRAJA dalam pellayanan Surat Keltelrangan Domisili Usaha (SKDU) di Kellurahan 

Celmelngkalang dapat disimpulkan selbagai belrikut: 1) Indikator komunikasi bellum optimal, ditandai delngan 

sosialisasi yang bellum melrata selhingga masyarakat masih banyak melmpelrolelh informasi dari sumbelr tidak relsmi 

dan melnyelbabkan kelsalahpahaman proseldur. 2) Indikator sumbelr daya cukup melmadai namun bellum optimal, 

karelna melskipun sarana prasarana telrseldia, kapasitas sumbelr daya manusia masih telrbatas akibat kurangnya 

pellatihan telknis selrta adanya kelndala jaringan dan elrror sistelm. 3) Indikator disposisi cukup baik teltapi bellum 

konsisteln, aparatur melmiliki komitmeln dalam pellayanan namun masih ragu dalam pelngambilan kelputusan karelna 

bellum adanya peldoman telknis yang jellas. 4) Indikator struktur birokrasi bellum optimal, ditandai delngan bellum 

telrseldianya SOP yang rinci selhingga telrjadi pelrbeldaan pelnanganan antar peltugas dan melnimbulkan kelbingungan di 

masyarakat. Olelh karelna itu, dipelrlukan pelningkatan komunikasi, pelnguatan kapasitas SDM, keljellasan peldoman 

telknis, selrta pelnyusunan SOP yang telrstandarisasi agar pellayanan dapat belrjalan lelbih elfelktif, konsisteln, dan 

akuntabell. 
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